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WALIKOTA BINJAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN WALIKOTA BINJAI 
           NOMOR  25  TAHUN 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PERATURAN DAERAH 

KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BINJAI, 

 
Menimbang : a. bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 

(tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian; 

  b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan 

perekonomian di Kota Binjai, tarif retribusi terminal di Kota 
Binjai perlu ditinjau kembali; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Usaha, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif 
yang ditinjau kembali diatur dengan Peraturan Walikota; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi 

Terminal terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Nomor 5049); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
4. Peraturan ……. 

SALINAN 
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3322); 
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan 
Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1295); 

  6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 

2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai 
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai 
Nomor 14); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF 
RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA 

BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA 
USAHA. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di 

terminal yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang 
diterimanya. 

2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

2. Walikota adalah Walikota Binjai. 
3. Daerah adalah Kota Binjai. 

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Binjai dan perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.  

5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.  

6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta. 
7. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan 

menurunkan orang dan/atau barang serta untuk mengatur kedatangan dan 
pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud 
simpul jaringan transportasi. 

8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 
sementara.  

 

 

9. Kendaraan ……. 
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9. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.  

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan.  

 

Pasal 2 
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas jasa pelayanan 
penyediaan fasilitas kepada umum di lingkungan Terminal yang disediakan, 

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 3 

(1) Besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 diubah menjadi 

sebagai berikut: 
Tempat Parkir Kenderaan penumpang dan bis umum:  
a. bis cepat Rp. 3.000,- 

b. bis lambat Rp. 2.000,- 
c. bis kota Rp.    500,- 

d. bis menginap Rp. 2.000,- 
e. non bis dalam kota Rp. 2.000,- 

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

 

Pasal 4 

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
 

Pasal 5 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan 
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

 

Pasal 6 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai. 

 
Ditetapkan di Binjai 

pada tanggal 28 Juni 2018 
                           

WALIKOTA BINJAI, 
 
             ttd 

 
 

MUHAMMAD IDAHAM 

 
 

Diundangkan di Binjai 
pada tanggal 28 Juni 2018                      
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, 
 

                    ttd 
 

M. MAHFULLAH P. DAULAY 
 

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 25 


